l SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Menimbang :

Mengingat

—

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, petunjuk
teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor
62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama
kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol
PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Kepala Satpol PP yang selanjutnya disebut Kepala Satuan
adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang.

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah
anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas,
tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta
pelindungan masyarakat.
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10.

11.

12.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP
Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka
menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kode Etik Pol PP
adalah norma atau nilai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenang berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Pol PP yang
diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan
pembinaan, pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Pol PP.

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut MKE Pol
PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan
penegakan Kode Etik Pol PP.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
SOP SATPOL PP
Pasal 2

Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan
secara humanis, persuasif dan tegas.

Tugas fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. penegakan Perda dan Peraturan Bupati; dan

b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pasal 3

Penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan SOP
Satpol PP yang meliputi:

a. SOP penegakan Perda; dan

b. SOP penegakan Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan
sesuai dengan SOP Satpol PP terdiri atas:

. SOP deteksi dan cegah dini;

. SOP pembinaan dan penyuluhan;

SOP patroli;

. SOP pengamanan;

SOP pengawalan;

SOP penertiban; dan

g. SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

MmO Q0T

SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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(1)
(2)

BAB III
KODE ETIK POL PP
Pasal 4
Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melekat pada
setiap diri anggota Satpol PP sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Satpol

PP.

Pasal 5

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a.

b.

sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
berorganisasi, serta bermasyarakat;

memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;

mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan

mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka
meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.

Pasal 6

Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Pasal 7

Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu:

a.

®© oo o

setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945;

setia kepada Pemerintahan yang sah;

perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai budaya; dan

patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.
b.
C.
d.

etika kepribadian;

etika berorganisasi;

etika bermasyarakat; dan

etika berbangsa dan bernegara.

Pasal 9

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

SR NNNE-

bertagqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nondiskriminasi;
menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan,;
meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;

bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan tanggungjawab;
memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
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menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

berpakaian rapi dan sopan;

tidak mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

j. tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang
oleh pemerintah;

k. tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk mengikuti dan
mempercayai agama dan kepercayaannya;

1. tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat
Satpol PP;

m. tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau non virtual yang
dilarang peraturan perundang-undangan,;

n. tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita
bohong/hoaks;

o. menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang
lain; dan

p. tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara berlebihan.

= 50

Pasal 10

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a. bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan ;

b. menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas
kepentingan pribadi atau golongan;

c. menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak memberikan
kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;

d. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;

e. mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah, dan instansi terkait
untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat;

f. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan

pekerjaan secara hierarki;

menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;

bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab;

i. menjunjung tinggi motto praja wibawa;

j. tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;

k. menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol PP dan institusi
terkait;

l. melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan tugas, fungsi, dan
tanggung jawab serta wewenangnya,;

m. tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas
kedinasan serta tidak melakukan pungutan liar saat melakukan operasi;

n. melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

5 09

Pasal 11

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ meliputi:
a. menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tenteram bagi masyarakat;
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menjunjung tinggi norma agama, norma sosial dan adat istiadat yang
hidup dan berkembang di masyarakat;

menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;

memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan;

melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh
masyarakat, dengan tetap mengedepankan sikap humanis, persuasif, tegas,
dan tidak menggunakan kekerasan,;

tidak mencari kesalahan masyarakat saat melakukan operasi;

tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelindungan,
pengayoman, dan pelayanan; dan

tidak merugikan orang lain baik materiil dan imateriil dengan cara
melakukan penipuan melalui media sosial.

Pasal 12

Etika berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
meliputi:

a.
b.

turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi atau kelompok dan/atau golongan;

menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras,
agama, adat istiadat, dan nilai budaya di Indonesia;

menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan
yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk
mengganggu, menentang, atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk
menentang pemerintahan yang sah.

BAB IV
PTI DAN MKE POL PP

Pasal 13

Dalam menegakkan Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP dibantu oleh PTI dan
MKE Pol PP.

(1)

(2)

Bagian Kesatu
PTI

Paragraf |
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal dan penegakan
Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP dibantu oleh PTI.

PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat
Pengawas/JFT Pol PP Ahli Muda/PPNS pangkat tertinggi selaku
komandan dan JPU/JFT pangkat tertinggi dibawah komandan selaku
wakil komandan.
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Anggota PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan JFU/JFT
paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pol PP.

PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai
syarat:

a. PNS pada Satpol PP;

b. disiplin;

c. beretika; dan

d. sehat jasmani dan rohani.

PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Satpol PP.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

a. membantu kepala Satpol PP dalam pengawasan, pembinaan dan
penegakan Kode Etik Pol PP;

b. melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran
dalam bentuk berita acara pemeriksaan;

c. membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan pendahuluan atas
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada kepala Satpol PP;

d. melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap pengawasan, pembinaan
dan penegakan Kode Etik Pol PP; dan

e. tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Satpol PP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI
berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan serta

menghadirkan pelanggar Kode Etik Pol PP.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya PTI tidak diperbolehkan
melakukan penangkapan dan penahanan.

SOP tata kerja PTI ditetapkan oleh kepala Satpol PP.

Bagian Kedua
MKE

Paragraf 1
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 16
Bupati mendelegasikan kepada kepala Satpol PP membentuk MKE Pol PP.
Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan oleh kepala
Satpol PP dan/atau terdapat konflik kepentingan, Bupati membentuk
MKE Pol PP.
Format keputusan pembentukan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 17

Keanggotaan MKE Pol PP terdiri atas 3 (tiga) orang dengan susunan:

a. sekretaris Satpol PP sebagai ketua merangkap anggota;

b. kepala sub bagian yang membidangi kepegawaian pada Satpol PP sebagai
sekretaris merangkap anggota; dan

c. kepala bidang pada Satpol PP sebagai anggota.

Pasal 18

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan oleh Kepala Satpol

PP, sekretaris Satpol PP dan kepala sub bagian yang membidangi kepegawaian

pada Satpol PP, keanggotaan MKE Pol PP terdiri atas 5 (lima) orang dengan

susunan:

a. sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;

b. asisten administrasi umum pada sekretariat daerah sebagai sekretaris
merangkap anggota; dan

c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat daerah yang membidangi
kepegawaian dan pengawasan sebagai anggota.

Pasal 19

Jabatan ketua MKE Pol PP tidak boleh lebih rendah dari jabatan Pol PP yang
diperiksa.

Pasal 20

Anggota MKE Pol PP memiliki kriteria:

a. tidak menjadi Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

b. tidak pemah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Pol PP, hukuman
disiplin, atau sanksi pidana; dan

c. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

MKE Pol PP bertugas:

a. melakukan sidang pelanggaran Kode Etik Pol PP;

b. memanggil dan memeriksa Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP;

c. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang
perlu;

d. mendengarkan pembelaan diri dari Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;

e. menetapkan keputusan setelah memeriksa Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;

f. memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja jika menemukan
indikasi pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan

g. menyusun laporan hasil penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB V

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK POL PP

Pasal 22

Dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP diperoleh dari laporan pengaduan
secara lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah,
pihak lain, dan/atau masyarakat yang berasal dari berbagai sarana
pengaduan pemerintahan daerah yang selanjutnya diteruskan kepada
Satpol PP.

Penerimaan laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit layanan
pengaduan yang ada di Satpol PP untuk dapat diproses lebih lanjut.

Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. jenis dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

b. identitas pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

c. nama dan jabatan Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP;

d. bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang mengetahui terjadinya
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan

e. waktu dan tempat kejadian.

Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan
kepada kepala Satpol PP melalui sekretaris.

Pasal 23

Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
ditindaklanjuti oleh kepala Satpol PP.

Dalam menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala Satpol PP menugaskan PTI untuk melakukan pemeriksaan
pendahuluan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Penugasan kepada PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan surat penugasan yang diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak pengaduan diterima oleh unit layanan pengaduan Satpol PP.

Pasal 24

Setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3), PTI melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pendahuluan dan
disampaikan kepada kepala Satpol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak diterimanya surat penugasan.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

Format berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak ditemukan dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP menyampaikan kepada pihak yang
melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP secara tertulis.

Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditemukan dugaan pelanggaran Kode
Etik Pol PP, dilakukan pembentukan MKE Pol PP.

MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat
3 (tiga) hari kerja.

Pasal 26

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan oleh Kepala
Satpol PP sekretaris Satpol PP dan kepala sub bagian yang membidangi
kepegawaian pada Satpol PP, Bupati sesuai dengan kewenangannya
menugaskan kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan
pemeriksaan pendahuluan.

Penugasan kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat penugasan yang
ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya laporan
dugaan pelanggaran Kode Etik Po1l PP.

Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP berdasarkan
hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibentuk MKE Pol PP.

Dalam hal tidak ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan kepada
Bupati serta menyampaikan kepada pihak yang melaporkan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat
3 (tiga) hari kerja sejak penerimaan laporan pengaduan.

Pasal 27

MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Pol
PP pada persidangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibentuk.

Dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKE Pol PP menerapkan asas

praduga tak bersalah.

Pemeriksaan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
rahasia, tertutup dan dipimpin oleh ketua MKE Pol PP.
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Sekretaris MKE Pol PP mencatat dan mengarsipkan hasil jalannya
persidangan MKE Pol PP.

Pasal 28

Dalam persidangan MKE Pol PP melakukan pemeriksaan terhadap:

a. saksi;

b. Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan pelanggaran Kode Etik
Pol PP; dan/atau

c. dokumen atau alat bukti lainnya.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak
yang mengetahui, mendengar, melihat, dan/atau melaporkan dugaan
perbuatan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Pasal 29

Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan pelanggaran Kode Etik Pol
PP berhak mengajukan pembelaan diri dan saksi yang meringankan.

MKE Pol PP mempertimbangkan untuk menerima atau menolak saksi
yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Dalam melakukan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
MKE Pol PP melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pol PP yang
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP paling lambat 2 (dua)
hari kerja sebelum persidangan.

Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
tidak memenuhi pemanggilan persidangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua secara tertulis dalam waktu paling
lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan seharusnya
diperiksa pada pemanggilan pertama.

Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
tidak memenuhi pemanggilan kedua, MKE Pol PP melakukan persidangan
dengan memeriksa pengaduan, temuan atau laporan berdasarkan alat
bukti dan keterangan yang ada.

Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
tidak memenuhi pemanggilan kedua, MKE Pol PP memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP tanpa kehadiran Pol PP
yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Format surat pemanggilan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Tata cara persidangan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 32
Keputusan MKE Pol PP ditetapkan secara musyawarah mufakat.

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

Keputusan MKE Pol PP bersifat final dan mengikat.

MKE Pol PP harus membuat keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak dimulai persidangan.

Keputusan MKE Pol PP paling sedikit memuat pernyataan:

a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP terbukti
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dengan mencantumkan
ketentuan mengenai jenis Kode Etik Pol PP yang dilanggar dan bentuk
sanksi yang dijatuhkan; atau

b. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP tidak
terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dan pemulihan nama
baik Pol PP.

Keputusan MKE Pol PP dibacakan di persidangan yang dihadiri oleh Pol
PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
tidak hadir, keputusan MKE Pol PP tetap dibacakan dalam persidangan.

Format keputusan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

MKE Pol PP menyampaikan salinan keputusan hasil persidangan kepada:

a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan

b. Bupati melalui kepala Satpol PP sesuai dengan kewenangannya sebagai
dasar penetapan sanksi kepada Pol PP.

Penyampaian salinan keputusan hasil persidangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak

pembacaan keputusan.

Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasi oleh
sekretaris MKE Pol PP.

Pasal 34
Bupati menetapkan sanksi kepada Pol PP berdasarkan keputusan MKE
Pol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan MKE Pol PP

diterima.

Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didelegasikan oleh Bupati kepada kepala Satpol PP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)

Dalam hal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijatuhkan terhadap pejabat tinggi pratama, penetapan sanksi tidak dapat
didelegasikan.

Keputusan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada:

a. Pol PP yang bersangkutan; dan

b. Pejabat Pembina Kepegawaian.

Format keputusan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Pol PP yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
berdasarkan keputusan MKE Pol PP dipulihkan nama baiknya.

Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
secara terbuka pada saat upacara bendera atau forum resmi Satpol PP
dan papan pengumuman.

Pasal 36

Kepala Satpol PP dapat menginformasikan hasil keputusan pelanggaran
Kode Etik Pol PP kepada pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP.

Dalam hal pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan sekretaris Satpol PP
dan kepala sub bagian yang membidangi kepegawaian pada Satpol PP,
Bupati sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk menginformasikan kepada pihak yang
melaporkan kode etik Pol PP.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

Pasal 37

Pol PP yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dikenakan sanksi moral
dan/atau tindakan pembinaan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 38

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa:
a. pernyataan permohonan maaf secara lisan; dan/atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis.

Pernyataan permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibacakan/diumumkan secara tertutup atau terbuka.

Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/diumumkan secara

tertutup hanya diketahui oleh Pol PP yang bersangkutan, anggota MKE
Pol PP, pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian.
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(4) Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/diumumkan secara
terbuka dapat disampaikan melalui:
a. upacara bendera;
b. forum resmi Satpol PP;
C. papan pengumuman,;
d. media massa; dan/atau
e. forum lainnya.

Pasal 39

Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

a. membersihkan lingkungan kantor selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut;
b. melaksanakan piket selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut; dan/atau

c. pembinaan jasmani dan rohani.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dan dilakukan oleh Pol PP paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah keputusan penetapan sanksi dan dituangkan dalam
berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP.

(2) Format berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Selain diberikan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 Pol PP yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pol

PP dapat direkomendasikan oleh MKE Pol PP untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,
ttd
FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006
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